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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 

Lingkup Hak Cipta 

Pasal 2 

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk 
mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah 
suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan 
yang berlaku. 


Ketentuan Pidana 

Pasal 72 

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak untuk melakukan perbuatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu 
juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual 
kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
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KATA PENGANTAR 


Salah satu pilar dalam reformasi perpajakan yang dilakukan 
pemerintah secara komprehensif adalah dengan melakukan 
amandemen terhadap UU Perpajakan yang ada. Dari tiga RUU 
Perpajakan yang diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
sejak beberapa tahun lalu, satu di antaranya sudah disetujui yang 
kemudian disahkan dan diberlakukan pemerintah, yakni UU Nomor 
28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
(KUP), yang efektif berlaku sejak 1 Januari 2008. 

UU KUP baru sebagai ketentuan formal perpajakan di Indonesia 
memberi nuansa dan dimensi baru bagi perpajakan nasional. Selain 
mengedepankan aspek good governance, kemudahan dan kepastian 
hukum, juga yang terpentingadalah aspek semangat kesetaraan antara 
Wajib Pajak dengan aparat pajak yang tercipta di dalamnya. Sehingga 
dalam pelaksanaannya diharapkan dapat lebih business friendly 
sebagaimana harapan banyak pihak ketika UU KUP ini dibahas di 
DPR. Perolehan hak-hak Wajib Pajak dapat semakin terlindungi, 
demikian juga dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 
Kondisi ini semakin terealisasi dengan dukungan iklim modernisasi 
administrasi perpajakan di jajaran unit kerja Direktorat Jenderal 
Pajak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ataupun 
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Wajib Pajak. Sehingga diharapkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak 
meningkat secara sukarela sebagai bagian penting berjalannya self 
assessment system. 

Banyak hal-hal baru diatur dalam UU KUP yang baru ini. 
Di antaranya adalah 1) Pendaftaran sebagai Wajib Pajak sejak 
terpenuhinya persyaratan subjektif dan objektif: 2) Sanksi bagi Wajib 
Pajak yang lebih tinggi dari sebelumnya bila yang bersangkutan 
terlambat atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT): 
3) Hak Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir (closing 
conference) dalam pemeriksaan: 4) Kewajiban setiap instansi 
pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya dalam memberikan 
data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada 
Direktur Jenderal Pajak: 5) Adanya sunset policy yang memberikan 
penghapusan sanksi perpajakan jika masyarakat dengan kesadaran 
sendiri mau mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, atau Wajib 
Pajak dengan kesadaran sendiri mau membetulkan SPT yang telah 
disampaikan: dan 6) Ditegaskannya pengenaan sanksi pidana 
perpajakan dalam Pasal 38 dan Pasal 39. 

Saya menyambut baik buku tulisan Liberti Pandiangan yang 
berjudul Cara Menghindari 37 Larangan Perpajakan ini karena 
memberikan dimensi dan warna baru bagi kita dalam memandang 
pajak. Selama ini ada anggapan umum dalam masyarakat bahwa 
akan dikenakan sanksi perpajakan hanya bila tidak membayar pajak. 
Padahal, dalam kenyataannya banyak hal yang dapat membuat 
masyarakat atau Wajib Pajak terkena sanksi perpajakan, baik itu 
berupa sanksi administrasi (bunga, denda atau kenaikan) maupun 
sanksi pidana. Dengan mencermati materi dan memiliki buku ini 
sebagai pegangan, akan membantu dan memudahkan masyarakat 
agar terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan. 

Semoga buku ini memberi manfaat bagi masyarakat, terutama 
Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai- 
mana mestinya. Sekian dan terima kasih. 


Jakarta, 30 Juni 2008 


Dr. Robert Pakpahan 
Direktur Transformasi Proses Bisnis 
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PENDAHULUAN 


Pajak Harus Dihindari? 


Anda menghindar dari pajak? Sebaiknya jangan. Karena sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan Indonesia, 
ditambah lagi dengan pengelolaan sistem informasi perpajakan 
yang terus dikembangkan di Direktorat Jenderal Pajak, Departemen 
Keuangan suatu saat akan ketahuan juga. Misalnya, melalui 
program evaluasi dan analisis atas company profile dari setiap Wajib 
Pajak (WP), yang disandingkan dengan ukuran benchmarking atas 
pembayaran pajak untuk setiap jenis usaha/kegiatan yang sama dari 
WP. 

Melalui kegiatan tersebut dapat diketahui apakah Anda (sebagai 
orang pribadi atau badan) sudah melaksanakan pembayaran pajak 
dengan jumlah sebagaimana mestinya, yakni perhitungannya sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ternyata tidak atau belum, 
maka tidak ada jalan lain selain dikenakan penalti, yaitu membayar 
pajak terutang ditambah sanksi perpajakan lagi, di antaranya berupa 
bunga 296 per bulan. Ini jelas berarti akan semakin menambah beban 
yang tidak seharusnya dikeluarkan karena ulah sendiri. 
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Sebagai contoh, suatu ketika seseorang mendapat surat himbauan 
dari Direktorat Jenderal Pajak cg. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
untuk mendaftarkan diri sebagai WP. Dasarnya, KPP memiliki data 
yang diperoleh secara sistem (baik dari internal maupun eksternal) 
bahwa ia melakukan transaksi bisnis yang nilai rupiahnya signifikan 
dan memperoleh penghasilan. Setelah dihitung, ia telah mempunyai 
penghasilan di atas besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 
Dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak, ternyata orang 
tersebut belum terdaftar sebagai WP. Padahal sesuai ketentuan yang 
berlaku dengan self assessment system, bagi seseorang yang telah 
memperoleh penghasilan di atas PTKP, ia harus sudah dan wajib 
mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai WP. Apabila orang tersebut 
tidak mengindahkan surat himbauan untuk mendaftar tersebut, 
sesuai ketentuan maka KPP akan menerbitkan Nomor Pokok Wajib 
Pajak (NPWP) secara jabatan (official assessment system). 


Seberapa Penting Pajak Itu? 


Apakah pajak harus dihindari? Berdasarkan uraian di atas, tentu 
jawabannya adalah tidak karena pada akhirnya akan merugikan diri 
sendiri. Sebaiknya harus kita telateni dengan baik dan bijak. Ibarat 
kita berjalan di suatu jalan kecil yang bertanah dan licin pula, maka 
dibutuhkan kejelian dan ketelatenan untuk mengetahui kondisi 
dari masing-masing tempat sepanjang jalan tersebut. Sehingga kita 
bisa terhindar dari tergelincir, terjatuh, atau terjerembab yang pada 
akhirnya kita tahu akan mencederai diri. 

Pada hakikatnya, pajak merupakan salah satu kewajiban 
masyarakat kepada negara. Idealnya, pajak dapat dianggap sebagai 
bentuk keikutsertaan masyarakat dalam membela dan membangun 
tanah air dan negara. Karena dengan pajak, negara bisa menjalankan 
fungsi-fungsinya, baik itu di bidang eksekutif (pemerintahan), 
legislatif (pengawasan), dan yudikatif (penegakan hukum) untuk 
menggapai dan mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan 
masyarakat. Seandainya pajak tidak ada, berarti sumber penerimaan 
negara tidak ada, atau kalaupun ada namun minim jumlahnya, alat- 
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alat pemerintahan kemungkinan tidak bisa bekerja dan berjalan 
secara optimal sebagaimana yang diharapkan. Penyebabnya ya itu 
tadi, ketiadaan dana untuk menggerakkan atau menjalankan tugas- 
tugasnya. 

Bisa saja, misalnya, suatu negara diserang oleh negara lain. 
Namun, karena tidak memiliki alat pertahanan yang cukup atau 
memadai, seperti pesawat tempur, tank, kapal laut, persenjataan, 
demikian juga aparat pertahanan (militer) dan lainnya sehingga 
tidak dapat optimal menghalau serangan yang terjadi. Atau, bisa saja 
terjadi kekacauan atau kerusuhan di dalam negeri. Namun, karena 
aparat keamanan (polisi) tidak mempunyai dana yang cukup untuk 
menyediakan alat-alat pengaman dan sarana lain yang diperlukan 
untuk menangkal tindakan tersebut dan menjalankan fungsi 
keamanan, kerusuhan atau kekacauan bisa saja terus berkelanjutan 
dan meluas sehingga sulit dikendalikan. 

Pajak tidak hanya ada di Indonesia. Pajak sudah menjadi 
fenomena umum sebagai sumber penerimaan negara yang terdapat 
di hampir seluruh negara di dunia ini. Sesuai dengan salah satu 
fungsinya (budgeter), pajak merupakan sumber penerimaan negara 
dalam keuangan negara (di negara kita disebut sebagai Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara/APBN). Dengan pajak yang kita 
bayar ketersediaan alat pertahanan negara diharapkan cukup atau 
memadai. Demikian halnya dengan alat keamanan negara, misalnya. 
Sehingga kita (masyarakat) bisa hidup dalam ketenangan dan 
kenyamanan di mana pun kita berada (seluruh pelosok tanah air) 
dalam menjalankan tugas pekerjaan masing-masing secara rutin. 

Selain itu, melalui distribusi anggaran (pengeluaran) dalam 
APBN, saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air di mana pun 
mereka berada tanpa terkecuali di perkotaan maupun di perdesaan, 
di pegunungan atau di lembah, di darat ataupun di perairan dapat 
menikmati berbagai barang danjasa publik (public goods and services) 
yang disediakan pemerintah. Misalnya saja, jalan raya sebagai sarana 
dalam menunjang transportasi dapat dibangun dengan baik sehingga 
kegiatan perekonomian (arus barang) dan kunjungan (arus orang) 
bisa berjalan dengan baik. Demikian juga pengairan di berbagai 
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lahan pertanian sehingga para petani tidak kekurangan air dalam 
kegiatan pertaniannya. Dermaga atau pelabuhan air/laut untuk 
kapal, perahu dan sejenisnya sebagai alat transportasi masyarakat 
yang menghubungkan antar pulau-pulau yang bertebaran. Atau 
dibangunnya taman-taman segar di perkotaan sehingga dapat 
mengimbangi dan membuat kesegaran bagi masyarakat kota di 
tengah berbagai ketidaksegaran udara yang sehari-hari dihirup 
akibat polusi dan lainnya. 


Wajibkah Kita Membayar Pajak? 


Pertanyaan yang sering muncul adalah “Mengapa saya membayar 
pajak?” Atau “Wajibkah saya membayar pajak?” 

Pertanyaan tersebut wajar. Maksudnya, untuk meyakinkan 
bahwa membayar pajak itu merupakan suatu kewajiban bukan 
sekadar keharusan. Atau mungkin boleh juga untuk tidak membayar 
pajak? Terdapat beberapa anggota masyarakat yang berpikir, “Untuk 
apa mengeluarkan sejumlah uang pada hal yang tidak jelas arah, 
sasaran, tujuan, maupun dasar hukumnya?” Terutama berkaitan 
dengan pembayaran pajak, satu ciri khas yang dimiliki adalah bahwa 
si pembayar pajak tidak mendapatkan suatu kontraprestasi (timbal 
balik) secara langsung. Efek timbal balik perpajakan tidak seperti 
halnya saat kita ingin parkir, dengan mengeluarkan dan membayar 
sejumlah uang sebesar tarif parkir, maka saat itu juga kita akan 
menerima atau memperoleh manfaat untuk parkir kendaraan. 

Khusus mengenai pajak, ini memang berbeda dengan jenis 
pengeluaran lainnya yang kita lakukan kepada negara. Dengan kata 
lain, pajak itu unik. Bahkan dapat dijadikan tolok ukur seberapa 
besar kepedulian, tanggung jawab, serta peran serta kita sebagai 
warga negara terhadap negara. 


Pajak Apa Saja yang Ada di Negara Kita? 


Walaupun salah satu ciri khas dari pajak adalah “dapat dipaksakan, 
namun untuk pengenaan, pemungutan, dan penarikan pajak oleh 
negara atau pemerintah tidak dilakukan secara semena-mena. 
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Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 234 UUD 1945 
(amandemennya) bahwa segala pajak untuk keperluan negara 
harus berdasarkan undang-undang. Ini berarti harus dengan 
persetujuan rakyat melalui wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR). Sehingga bila ada pembayaran yang disebut sebagai pajak 
namun tidak didasarkan UU, maka dapat kita katakan bahwa 
pembayaran tersebut bukan 'pajak. Melainkan jenis pungutan lain 
yang dimungkinkan oleh suatu ketentuan yang ada. 

Sesuai dengan ketentuan di atas, semua pajak yang ada di 
Indonesia ditetapkan oleh UU. Pemungutannya ada yang dikelola 
oleh Pemerintah Pusat (Departemen Keuangan), dan ada juga 
yang dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi atau 
Pemerintah Kabupaten/Kota). Berikut adalah jenis-jenis pajak dan 
lembaga pengelolanya. 


Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Mengelola 
Pajak yang Terdiri dari: 

Pajak Penghasilan (PPh), 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN): 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM): 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), 

Bea Materai. 


SRK 


Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan 
Mengelola Pajak yang Terdiri dari: 


v Bea masuk: 
v Cukai. 


Pemerintah Provinsi Mengelola Pajak yang Terdiri dari: 


“ Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, 

v“ Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas 
Air, 

“ Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, 
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“ Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 
Permukaan. 


Sedangkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Mengelola Pajak 
yang Terdiri dari: 

Pajak Hotel: 

Pajak Restoran: 

Pajak Hiburan, 

Pajak Reklame, 

Pajak Penerangan Jalan: 

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan 

Pajak Parkir. 


SKR AKA 


Tidak semua jenis-jenis pajak di atas dibahas dalam buku ini. 
Melainkan hanya jenis pajak yang cukup sering kita dengar atau 
sering kita berhubungan, atau bahkan mungkin pernah atau sering 
kita laksanakan, yaitu pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, 
khususnya oleh Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan 
yang terdiri dari PPh, PPN, PPnBM, PBB, BPHTB dan Bea Materai. 


Kalau Begitu, Apa yang Harus Dihindari? 


Apakah ada yang harus dihindari dalam perpajakan kita sesuai 
dengan judul buku ini? Padahal pajak itu sifatnya wajib dibayar, dan 
jangan dihindari. Apakah kalau kita hindari malahan akan dikenakan 
sanksi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku? Jawabannya, justru 
ada yang harus dihindari. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat 
atau WP terhindar dari penetapan pajak yang lebih besar dari 
perhitungannya semula dan/atau pengenaan sanksi perpajakan yang 
seharusnya tidak terjadi. 

Guna menghindari pengenaan sanksi perpajakan yang merugi- 
kan masyarakat atau WP, dari penelusuran yang penulis lakukan atas 
ketentuan perpajakan, sedikitnya ada 37 (tiga puluh tujuh) hal yang 
harus dihindari. Adapun ke-37 hal tersebut menyangkut: 
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Tidak atau Lupa Mendaftar Sebagai Wajib Pajak, 

Tidak atau Lupa Melapor untuk Dikukuhkan Sebagai Pengusaha 
Kena Pajak, 

Menyalahgunakan atau Menggunakan Tanpa Hak Nomor Pokok 
Wajib Pajak, 

Tidak atau Lupa Melaporkan/Mendaftarkan Tanah dan/atau 
Bangunan, 

Mengisi Surat Pemberitahuan dengan Tidak Benar, Lengkap, 
dan Jelas: 

Tidak atau Terlambat Menyampaikan Surat Pemberitahuan, 
Surat Pemberitahuan yang Disampaikan Tidak Lengkap, 

Ada Data Baru Tetapi Tidak Membetulkan Surat Pem- 
beritahuan, 

Tidak Menyelenggarakan Pembukuan: 


. Tidak Menyelenggarakan Pencatatan, 

. Tidak Menyimpan Dokumen, Berkas, dan Data, 

. Kesalahan dalam Menentukan Objek Pajak, 

. Kesalahan dalam Menetapkan Dasar Pengenaan Pajak, 

. Penerapan Tarif Pajak yang Salah: 

. Menghitung Pajak yang Terutang dengan Tidak Benar, 

. Tidak Memotong atau Tidak Memungut Pajak, 

. Memungut Pajak yang Tidak Seharusnya: 

. Memotong dan Memungut Pajak Tetapi Tidak Disetor, 

. Menerbitkan atau Menggunakan Bukti Pemungutan Pajak 


atau Pemotongan Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi 
Sebenarnya: 


. Mengompensasikan Selisih Lebih Pajak yang Tidak Seharusnya: 
. Tidak Membuat atau Salah dalam Membuat Faktur Pajak, 

. Menerbitkan atau Menggunakan Faktur Pajak Fiktif: 

. Menerbitkan Faktur Pajak Tetapi Belum Dikukuhkan Sebagai 


PKP: 


. Mengkreditkan Pajak Masukan yang Tidak Seharusnya, 
. Menolak Dilakukan Pemeriksaan Pajak: 
. Tidak Memperlihatkan atau Meminjamkan Buku, Catatan, atau 


Dokumen Saat Pemeriksaan Pajak, 
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27. 
28. 
29. 


30. 
31. 


32. 
33. 
34. 
35: 
36. 


3 


Kurang Membayar Pajak, 

Tidak atau Terlambat Membayar Pajak: 

Mengangsur atau Menunda Pembayaran Pajak Tanpa Adanya 
Surat Keputusan, 

Kesalahan dalam Mengisi Surat Setoran Pajak, 

Tidak Melampirkan Surat Setoran Pajak dalam Surat Pem- 
beritahuan, 

Terlambat Mengajukan Keberatan atau Banding, 

Tidak Memberikan Dokumen Terkait Pengajuan Keberatan, 
Penunjukan Kuasa yang Tidak Semestinya untuk Menjalankan 
Hak dan Kewajiban Perpajakan, 

Sebagai Pihak Terkait Tidak Memberikan Keterangan atau 
Bukti: 

Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan Tindak Pidana di 
Bidang Perpajakan, 

Alpa atau Sengaja Tidak Melaksanakan Kewajiban Perpajakan. 
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TIDAK ATAU LUPA 
MENDAFTAR SEBAGAI 
WAJIB PAJAK 


Apa Sanksinya Jika Anda Tidak atau Lupa Mendaftarkan 
Diri sebagai Wajib Pajak? 


Pada dasarnya, sistem perpajakan Indonesia menerapkan self 
assessment system. Pengaplikasian sistem ini ke lapangan di antaranya 
adalah dengan memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk 
mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak (WP), bila telah memenuhi 
ketentuan yang ditetapkan. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan 
dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) 
yang terakhir diatur dengan UU Nomor 28 Tahun 2007, bagi orang 
pribadi atau badan yang tidak atau lupa mendaftarkan diri sebagai 

WP, maka dikenakan sanksi yang diatur dalam: 

e Pasal 2 ayat (4), di antaranya menyatakan: Direktur Jenderal Pajak 
menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan, apabila 
Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1). 

Bunyi ayat (1): Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi per- 
syaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan 
perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat 
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Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau 
tempat kedudukan Wajib Pajak, dan kepadanya diberikan Nomor 
Pokok Wajib Pajak. 

Bahkan dalam Pasal 2 ayat (Ya) dengan tegas dinyatakan: 
Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor 
Pokok Wajib Pajak secara jabatan dimulai sejak saat Wajib Pajak 
memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, paling lama 5 (lima) 
tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak secara 
jabatan. 

Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan 
ketentuan mengenai subjek pajak dalam UU Pajak Penghasilan 
(PPh), yakni saat memperoleh penghasilan. Sedangkan 
persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang 
menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk 
melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan 
UU PPh. 

Pasal 39 ayat (1) huruf a dan b menyebutkan: Setiap orang yang 
dengan sengaja: tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor 
Pokok Wajib Pajak, atau menyalahgunakan atau menggunakan 
tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak, sehingga dapat menimbulkan 
kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) 
tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang 
yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali 
jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. 

Pasal 39 ayat (2) menyebutkan: Pidana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali 
sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di 
bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak 
selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. 

Pasal 39 ayat (3) menyebutkan: Setiap orang yang melakukan 
percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau 
menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. 
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Untuk mengetahui apakah Anda masuk dalam kategori sebagai 
WP sehingga harus atau wajib mendaftarkan diri sebagai WP, maka 
perlu dipahami mengenai WP ini. 


Apakah Anda Termasuk Wajib Pajak? 


Sangat sering ditemukan pertanyaan di kalangan masyarakat, 
seperti “Apakah saya termasuk Wajib Pajak atau tidak?” 

Pertanyaan ini bisa dimaklumi karena tidak semua masyarakat 
mengetahui peraturan atau ketentuan perpajakan. Apalagi pajak 
(sama seperti umumnya di negara berkembang) masih merupakan 
sesuatu yang kurang mendapat perhatian dari masyarakat. Oleh 
karena kurang perhatian masyarakat sehingga untuk mencari 
atau mempelajari apalagi memahami dan menjalankan peraturan 
perpajakan masih minim. Kondisi ini tentu tidak terlepas, dan 
dipengaruhi oleh tingkat kemajuan masyarakat, baik itu dari aspek 
strata sosial, ekonomi, maupun pendidikan. 

Untuk mengetahui apakah Anda termasuk WP, hal mendasar 
yang perlu diketahui adalah kriteria apa yang dimaksud dengan WP. 
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar 
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai 
hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. (Pasal 1 angka 2 UU Nomor 28 
Tahun 2007). 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa ada 
dua kelompok utama WP, yakni 1) Orang pribadi, dan 2) Badan. 
Yang termasuk WP di antaranya melibatkan pembayar pajak, 
pemotong pajak, dan pemungut pajak (seperti halnya Bendaharawan 
di instansi Pemerintah). 

Sebagai orang pribadi, tidak semua orang wajib menjadi WP. 
Melainkan ada batasannya, yakni usia dan/atau penghasilan kena 
pajak. Dalam hal usia, boleh dikatakan yang sudah masuk kategori 
dewasa dengan usia di atas 18 tahun. Atau bila sudah menikah 
walaupun usianya masih di bawah 18 tahun. Sedangkan yang 
dikategorikan batasan penghasilan adalah jika penghasilannya 
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